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ABSTRAK 

Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang 

diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam, termasuk penipuan dan 

penggelapan. Perbuatan ini dilakukan karena kurangnya pengawasan sehingga 

dapat menimbulkan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana 

pencucian uang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

Yurisdis Normatif. Karena perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang 

dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Apabila 

terjadi di suatu instansi pemerintah dengan menggunakan uang negara sehingga 

negara dirugikan dan sehingga dapat mempengaruhi perekonomian negara. Studi 

kasus ini difokuskan pada kasus penggelapan uang sesuai dengan putusan 

pengadilan No 707/PID. B/2021/ PN JKT. BRT yang terjadi pada PT Caraka Tirta 

Pratama dengan terdakwa Suci Margawati yang menjabat selaku Staff Crewing. 

Terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 

01/PUCTP/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 dengan tugas membuat daftar 

Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal dan juga membuat Payroll Gaji Crew Kapal 

PT. Caraka Tirta Pratama. Dalam kasus ini Suci Margawati. Didalam tindak 

pidana pencucian uang terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pelaku 

untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatannya. Adapun tahapan dalam tindak 

pidana pencucian uang ini adalah sebagai berikut yaitu placement, layering dan 

Integrasi. Karena perbuatan tindak pidana pencucian uang sudah benar-benar 

sangat meresahkan dan merugikan para korban dibutuhkan adanya perundang-

undangan baru yang mengatur tentang perampasan asset atau pun memiskinkan 

pelaku tindak pidana pencucian uang. Maka bisa menjadi pertimbangan untuk 

menaikkan denda menjadi dua kali lipat yang harus dibayarkan pelaku tindak 

pidana pencucian uang serta agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku 

tindak pidana pencucian uang. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 
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ABSTRACT 

The predicate crime in the crime of money laundering as regulated in Article 

2 paragraph (1) in the normative Law Number 8 of 2010 concerning the 

prevention and eradication of the crime of money laundering, Article 2 (1) 

concerning the proceeds of criminal acts, is wealth obtained There are 26 types 

of criminal acts, including fraud and embezzlement. This action was carried out 

due to a lack of supervision, which can create opportunities for perpetrators to 

commit money laundering crimes. In this research the author used the Normative 

Jurisdic research method. Because the actions of perpetrators of money 

laundering crimes are carried out to enrich themselves and harm others. If this 

occurs in a government agency using state money, the state suffers losses and this 

can affect the state's economy. This case study focuses on cases of embezzlement 

of money in accordance with court decision No. 707/PID. B/2021/ PN JKT. BRT 

occurred at PT Caraka Tirta Pratama with the defendant Suci Margawati who 

served as Crewing Staff. Starting from January 10 2014 as per Employment 

Certificate No. 01/PUCTP/I/2021, January 28 2021 with the task of making a Ship 

Crew Payroll Recapitulation list and also making a PT Ship Crew Salary Payroll. 

Caraka Tirta Pratama. In this case Suci Margawati. In the crime of money 

laundering, there are several stages carried out by the perpetrator to hide the 

proceeds of his crime. The stages in this money laundering crime are as follows, 

namely placement, layering and integration. Because the crime of money 

laundering is truly disturbing and detrimental to the victims, new legislation is 

needed that regulates confiscation of assets or impoverishes perpetrators of 

money laundering crimes. So it could be a consideration to double the fine that 

must be paid by perpetrators of money laundering crimes and so that it can have 

a deterrent effect on perpetrators of money laundering crimes. 

Keywords: Law Enforcement In Money Laundering Crimes 
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